
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
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NOMOR 18 TAHUN 2OO8

TENTANG

PENGELOI.AAN BARANG MILIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal B1 peraturan pemerintah
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Mil ik Negara/Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah.

Mengingat ]. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang pembentukan
Kabupaten Dderah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara
Republ ik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 pembentukan peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Ncmor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zo04 Nomor r25,
Tambahan Lembaran Negara Repqprik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan uhdang-undang Nomor B Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti undang-
undarrg Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan UnrJang-undang
Nomor '32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah 

- 
menjad-i

undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Inctonesia Nomor
asa};

2.

3.

- t .



-) , Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan
Keuangan Anatara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438)

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan propinsi sebagai Daerah otonomi
(Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3953);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor qozl);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentarrg pengelolaan
dan Pertanggungjawaban keuangan Dalam pelaksanaan
Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan (Lembaran Negara Tahun
2000 nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor +ois) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang pengamanan dan
Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari pemerintah pusat
kepada Pemerintah Daer.lh dalam rangka pelakstrnaan otonomi
Daerah ;

B.

9.

10. Peraturarlr Pemerintah Nomor B Tahun 2003 tentang pedoman
Organisabi Perangkat Daerah ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang eengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah ;

12. Keputusan Prosiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

13. Keputusan Presiden Nomor B0 Tahun 2003 tentang pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah (Lembiran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembiran
Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah telan
beberapa kali diubah dengan Keputusan presiden Nomor 61 tahun
2004 tentang Perubahan Atas Keputusan presiden Nomor B0 Tahun
2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indr:nesia Tahun 2004
Nomor 77), Peraturan presiden Nomor 32 Tahun 2005 tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan presiden Nomor g0 Tahun 2003
tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan Barangfiasa pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zoos Nonror 36) ,Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 tentang perubahan Ketiga
Atas Keputusan presiden Nomor B0 Tahun 2003 tentang pedoman
Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pemerintah dan peraturan
Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang perubahan Keempat Atas
Keputusan Presiden Nomor B0 Tahun 2003 tentang pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah ;



Menetapkan :

Dengan Persetu;uan Bersama
Bupati  Indragir i  Hi l i r

Dan
Dewan Penvakilan Rakyat Daerah

MEMUTUSK.AN

PERAI'URAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
I

Dalam Paraturan Daerah ini  yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Indragir i  Hi l i r ;
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten indragiri Hilir;
3. Bupati  adalah Bupati  Indragir i  Hi l i r ;
4. Dewan Penvakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten

Indragir i  Hi l i r ;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
6. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban ApBD

atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
7. Pengelola barang adalah pejabat yang benvenang dan beftanggungjawab melakukan

koordinasi pengelolaan barang mil ik daerah;
B. Pembantu Pengelola Barang adalah pejabat

penyelenggaraan pengelolaan,barang mil ik
perangkat daerah;

9. Pengguna barang adalah pejabat pemegang
daerah;

10. Kuasa pengguna barang adalah kepala satualr kerla atau pejabat yang ditunjuk oleh
pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya
dengan sebaik-baiknya;

11. Penyimpan barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan
dan mengeluarkan barang;

12. Pengurus barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah
dalam proses pemakaian yang ada disetiap satuan kerja perangkaf daerah/unii kerja ;

13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat
daerah selaku pengguna barang;

14. Unit kerja adalah bagian sKpD seraku kuasa pengguna barang;
15' Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik

daerah untuk menghubungkan pengadaan barang ydng telah lalu dengan keadaan
yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yarig akan datang;

dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai Oengan tugai pokok dan iungsi
instansi yang bersangkutan;

17. Pemanfaatan adalah penclayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan- sesuai dengan tugas pokok dan satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk sewa,

yang beftanggung jawab mengkoordinir
daerah yang ada pada satuan kerja

kewenangan penggunaan barang mil ik



pinjam pakai,  kerjasama pemanfaatan Can banqun serah guna/bangun guna serah
dengan t idak mengubah status kepemil ikan;

18. Sewa adalah pemanfaatan barang mil ik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu
tertentu dan rnenerima imbalan uang tunai;

19. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah Daerah
dengan pemerintah Pusat dan antar pemerintah daerafr dalam jangka waktu tertentu
tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan
kembali kepada pengelola barang;

20. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang mil ik daerah oleh pihak lain
dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatin penerimaan negara bukan
pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan li innya; 

'

21' Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak
lain dengan cara ntendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka wa6u teftentu yang telah
disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembati ianln beserta bangunan dan/atau
sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu;

22. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak
lain dengan cara mencjirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya dan
setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain
tersebut dalam jangka waktu teftentu yang disepakati;

23' Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang
dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang beruvenang uniur
membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang danAta, pengelola barang
dari tanggung jawab administratif dan nsit atas barang' yang berada dalampenguasaannya;

24' Pemindah tanganan adalah pengal ihan kepemil ikan barang mil ik daerah sebaqai t indak
lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, Oihibah[in ui;;;j;.;;[un
sebagai modal pemerintah;

25' Penjualan adalah pengal ihan kepemil ikan barang mil ik daerah kepada pihak lain
dengan menerima penggantian dalam bentuk uang;

26' Tukar-menukar adalah pengal ihan kepemil ikan barang mil ik daerah yang di lakukan
antara pemerintah daerah dengan pemerintah Pusat, antar pemerintah daerah atau
antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalambentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang;

27' Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah kepadapemerintah pusat, antar pemerintah daerah atau dari pemerintah daerah kepada pihar
lain,tanpa menrperoleh penggantian;

28' Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang
semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menlSoi kekayaan vingdipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Uadan usaha miliknegara, badan usaha mil ik daerah atau badan hukum lainnya;

29' Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi,
' dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengari ketentuan yang berlaku;

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan pencatatan dan pelaporan
hasi l  pendataan barang mil ik daerah;
Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada
datalfakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentuuntuk memperoleh ni lai  barang daerah;

30.

?1


